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RINGKASAN

Tujuan dari poin ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan
ruko di Kecamatan Junrejo Kota Beji terhadap pendampingan kelompok dari
pengelolaan perorangan. Penyelidikan ini dilakukan di Kota Beji, Kota Batu, dan
Lokal Junrejo. Metode eksploratif yang digunakan adalah penilaian emosi semacam
ini dengan menggunakan teknik visual. Karena 30 persen uang digunakan untuk
menutupi biaya operasional daerah, biaya operasional BPD, dan biaya operasional
tim penyelenggara, penelitian menunjukkan bahwa model distribusi anggaran desa
Beji sudah efektif. LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Linmas adalah
beberapa contoh lembaga keuangan daerah yang didukung oleh pemerintah desa.
70% dana desa digunakan untuk pemberdayaan penduduk setempat melalui
pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi serta program pendidikan,
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terutama melalui keuangan mikro.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah persentase keuangan desa yang diterima
melalui dana bagi hasil pajak daerah bersama dengan keuangan pusat yang diterima
kabupaten dan kota serta proporsi keuangan desa yang diperoleh dari dana
perimbangan daerah. Program Penyaluran Dana Desa (ADD) menyamarkan fungsi
pemerintah sebagai pemberi layanan dalam inisiatif perencanaan publik dan
pembangunan daerah yang mengikutsertakan masyarakat di tingkat desa dari
persepsi anggaran dan belanja daerah. Ini menunjukkan bagaimana komunitas
mengelola dan mengklaim rumahnya sendiri.

Tujuan pembangunan Indonesia bertujuan untuk mempromosikan keadilan
dalam pembangunan berkelanjutan dan hasil-hasilnya. Hal ini dilakukan melalui
fokus pada kebijakan dan kinerja masyarakat, khususnya di pedesaan. Tindakan
membangun desa melibatkan upaya bersama untuk melaksanakan pembangunan
berdasarkan kesadaran akan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup. fakta
bahwa daerah pedesaan adalah tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia.
Aset potensial dengan populasi dan pengaturan alam akan dibeli dengan
menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) membantu membiayai beberapa
inisiatif yang dijalankan pemerintah desa yang mendukung kegiatan kelembagaan
dan pemberdayaan desa. Ini juga memberikan kompensasi untuk pegawai

pemerintah desa dan uang untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemerintah



desa dapat mendukung kegiatannya dengan menggunakan beberapa aliran
pendapatan untuk menjalankan yurisdiksinya. Dalam melaksanakan pembangunan
penunjang di setiap masyarakat, salah satu faktor yang sangat penting untuk
diperhatikan adalah tersedianya stabilitas keuangan untuk pendanaan. Distribusi
Aset Kota (ADD) akan diberikan kepada salah satunya.

Menurut Risnaningsih dkk. (2022), pemerintah desa biasanya menangani
masalah pengelolaan keuangan desa dengan mengikuti undang-undang dan proses
pengelolaan keuangan yang benar. Untuk organisasi non-manfaat atau non-
manfaat, ringkasan fiskal harus bertanggung jawab dan lugas (Hermanto et al.,
2021). Ketika mengadopsi pandangan dunia independen, penting untuk
mempertimbangkan implikasi akuntabilitas publik dan keterbukaan terhadap
masalah legislatif dan pemerintah, terutama yang melibatkan uang. Hal ini terkait
dengan reformasi administrasi pemerintahan desa yang menekankan pada wawasan
kewilayahan dan menjadikan pemerintah desa sebagai aktor aktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan masyarakat. Ketika kemampuan
mereka masih lemah, khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,
digambarkan situasi aparatur daerah (Ismail et al., 2016). Kemungkinan besar
terjadi kesalahan administratif dan substantif dalam kasus pengelolaan keuangan
desa, yang dapat mengakibatkan masalah hukum, karena perangkat desa tidak
memiliki kapasitas untuk mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan
keuangan desa (BPKP, 2015).

Kesejahteraan adalah kondisi nyaman, aman, tenteram, dan tenteram.

Sejahtera adalah konsep utama, dan mengacu pada masyarakat yang aman dan



sejahtera (Luju et al., 2020). Kepentingan kesejahteraan sosial yang berkaitan
dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Beji (ADD) dipandang penting
untuk diteliti guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk menilai
sejauh mana perkembangan suatu desa sebagai akibat dari berbagai upaya yang
dilakukan. sebagai akibat dari perolehan dan penatausahaan alokasi keuangan desa,
ditangani oleh perangkat desa dalam menyikapi atau menguranginya.

Administrasi Keuangan Manajemen keuangan, menurut Risnaningsih
(2017) pada halaman 43, adalah pengendalian atas berbagai bentuk investasi serta
pengumpulan kas untuk membiayai investasi atau membelanjakannya secara
bijaksana. Untuk itu diperlukan beberapa prosedur pengelolaan keuangan desa,
mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan/pengaturan, dan
pengungkapan/pertanggungjawaban dana desa. Risnaningsih (2022) mengklaim
bahwa ketika harus secara efektif mengikuti aturan dan prosedur pengelolaan
keuangan, Pemerintah Desa biasanya mengabaikan masalah pengelolaan keuangan
desa.

Contoh pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab meliputi
perencanaan, penganggaran, administrasi, dan pelaporan keuangan. Tujuan utama
ruang publik adalah akuntabilitas dan penerimaan. Kewajiban biasanya
didefinisikan sebagai jenis tanggung jawab yang dipikul oleh pemegang
kepercayaan (pemerintah) terhadap pemberi kepercayaan (seluruh penduduk) untuk
keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang dinyatakan sebagai akibat

dari kewajiban, seperti laporan pelaksanaan sporadis (Mustofa, 2012: 2).



Pedoman Provinsi Kabupaten Beji, Malang, dan Junrejo sangat membantu
mengungkapkan bahwa pengelolaan Bagian Sumber Daya Metropolitan tidak
sepenuhnya legal. Karena aparat desa sulit memantau perkembangan SAK yang
terkoneksi, hal ini terjadi. Pemerintah desa tetap menggunakan laporan adat, dan
jarang menyimpang dari biasanya. Selain itu, partisipasi masyarakat desa dalam
pengelolaan Dana Desa juga tidak dianjurkan. Namun, ada permintaan asli untuk
investasi lokal dalam inisiatif pembangunan perkotaan. Tujuannya adalah untuk
mengevaluasi kesederhanaan Administrasi Penunjukan Aset Kota selama periode
waktu tertentu; Oleh karena itu, diperlukan Pemkot yang lebih tepat dan memenubhi
kriteria. Peneliti antusias mengorganisir observasi dengan judul setelah
mempelajari beberapa informasi penting tentang pengalamannya “Dampak
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Desa Beji”.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan dasar-dasar tersebut di atas, berikut ini adalah masalah
yang paling mendesak yang akan diperiksa: Bagaimana kesejahteraan masyarakat

dipengaruhi oleh penanganan keuangan desa di Desa Beji?

1.3. Tujuan Penelitian

Tantangan pengembangan studi ini terhadap tujuan penelitian adalah sebagai
berikut: Mempelajari dampak desain aset kota pengawasan terhadap peningkatan
dukungan pemerintah kepada kelompok masyarakat di Kota Beji, Kawasan Junrejo,

dan Kota Batu.



1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat berikut mungkin datang dari penelitian ini:

1. Bagi Peneliti
dapat digunakan sebagai sumber bahan untuk membandingkan
pengetahuan yang diperoleh penulis saat menghadiri pidato dengan
praktik nyata di daerah tersebut untuk memajukan pengetahuan.

2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempromosikan penelitian
akademis dan memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Desa
Investigasi ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan
pemikiran bagi pemerintah kota, khususnya di Kota Beji, Kawasan
Junrejo, dan Kota Batu, karena mereka belajar bagaimana mengelola

desain toko kota untuk meningkatkan dukungan pemerintah daerah.
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